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MOTTO

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Allah Swt.
berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat
selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya
(temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan
keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud).!

! Mahmudatus Sa’diyah, Jurnal, “Musyarakah Dalam Figih Dan Perbankan
Syariah”, (SMK Walisongo Jepara, Indonesia) Vol. 2, No.2, Desember 2014.
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Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad
Musyarakah di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pejanggik 1 Mataram

WENDI GUSTIAWAN
170201115
ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Memahami implementasi hukum jaminan Syariah pada akad musyarakah
yang di terapkan oleh Bank Syariah KC Mataram dan kendala yang
dihadapi dalam penerannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
yang berjenis kualitatif deskriptif. Penelitian jenis ini bukan sekedar
menghimpun data saja, akan tetapi penelitian juga menganalisis dan
menginterpretasi data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengumpulan
data dipergunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data
diperoleh dari sumber data yang sudah ditetapkan peneliti, yaitu para
pegawai yang ada di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik
1 Mataram dan nasabah yang menggunakan pembiayaan akad
musyarakah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum jaminan Syariah
pada Akad Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram telah terimplementasi dengan baik sejak menjadi
BNI Syariah. Terdapat kendala di beberapa bagian seperti nasabah
melakukan side streaming, kurang maksimalnya Skill yang dimiliki oleh
nasabah, Faktor Alam. Selain itu masih terkendala pada Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang pejanggik 1 Mataram itu sendiri, seperti survei
yang belum Maksimal, kurangnya pengawasan pihak Bank, jangka waktu
pembiayaan yang lama.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus
melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential). Berdasarkan prinsip
tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam
penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan
mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak
mengajukan pembiayaan. Implementasi perwujudan prinsip kehati-hatian
tertuang dalam penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan
prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Kata Kunci : Implementasi, Hukum Jaminan Syariah, Akad
Musyarakah.

Xiv



BAB1I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Saat ini semangat umat Islam untuk melakukan transaksi di bidang
ekonomi semakin meningkat terlebih ditandai dengan munculnya
gerakan ekonomi Islam sebagai alternatif lain dari sistem ekonomi
konvensional yang berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak
adil dan eksploitatif. Fenomena tersebut telah didukung juga dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang
perluasan kewenangan Pengadilan Agama di mana perluasan
kewenangan ini adalah sebuah konsekuensi logis dari dinamika dan
kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang
semkin hari semakin kuat kesadaran untuk melakukan berbagai bisnis
dan transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip — prinsip syari'ah. Hal
ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga berbasis
ekonomi syari’ah, seperti perbankan syari’ah, dan lembaga-lembaga
keuangan syari’ah non bank lainnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.? Fungsi utama
dari Bank adalah; a) Menghimpun Dana dari Masyarakat, maksudnya
yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam
bentuk simpanan. b) Menyalurkan Dana kepada Masyarakat
(Financing), adalah menyalurkan dana untuk pihak yang membutuhkan
dana. c) Pelayanan Jasa (Fee Based Income Product) merupakan jasa
yang diberikan bank untuk nasabahnya dalam bentuk jasa pengiriman

2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Bab 1 Ketentuan Umum  Pasal 1 (Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2020, Pukul
11.58).



uang, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, leter
of credit, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.’

Bank Syariah menyalurkan dana demi menggerakkan roda
ekonomi dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu
pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan. Bank Syariah
membiayai setiap usaha produktif atau ide kreatif dan memiliki prospek
bagus para pengusaha atau calon pengusaha dalam bentuk kerjasama.

Salah satu produk pembiayaan usaha produktif oleh bank syariah
adalah musyarakah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
menyebutkan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan dana dan risiko akan ditanggung
bersama sesuai kesepakatan *

Sedangkan ahli Ekonomi Syariah, M. Syafi‘l Antonia mengatakan
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.” Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua
perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal
ventura. Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki
konsekuensi duniawi dan wkhrawi karena akad yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam sehingga apabila mudharib melanggar atau
wanprestasi pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan yaitu Allah
Swt. Hal ini jelas berbeda dalam perjanjian yang berdasarkan hukum
positif dalam perbankan konvensional.

3Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik, (Pranademedia Group:
2010), hlm. 4-6.

4 fatwa dewan syari’ah nasional no: 08/dsn-mui/iv/2000

> Muhammad Syafi’l Antonio, Opcit..., him. 90.



Jangka waktu pembiayaan dalam musyarakah disepakati oleh
pihak bank atau Shahibul Mal dengan mempertimbangkan kemampuan
pengembalian pembiayaan oleh nasabah atau mudharib. Secara umum
pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai
permohonan dengan jaminan (collateral) yang layak. Jaminan tersebut
berupa harta benda milik Mudharib atau pihak ketiga yang diikat
sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap Bank Syariah.
Jaminan yang diberikan oleh Mudharib kepada Bank Syariah
dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi
terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara
menguangkan jaminan atau agunan.

Pada dasarnya dalam akad pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan. Hal ini karena sifat dan karakteristik akad musyarakah itu
senditi dimana para pihak harus ikut menanggung resiko kerugian
dalam suatu usaha,, akan tetapi sebagai sebuah bank, Bank Syariah
harus tetap berpegang pada prinsip kehati hatian. Salah satu unsur dari
prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan adalah dengan
mengharuskan adanya jaminan sebagaimana ditentukan oleh peraturan
dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun
2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa:

a. Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus
mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon
Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban
pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS
menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima
Fasilitas.

Akan tetapi, pada saat bank syariah melakukan pembiayaan kepada
Mudharib dengan menggunakan akad musyarakah, penerapan
ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perbankan Syariah yang berkaitan



dengan jaminan akan berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan
karakteristik yang ada pada akad musyarakah tersebut.®

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa akad musyarakah
merupakan akad kerja sama antara para pihak, yaitu bank syariah dan
nasabah, yang bersifat kemitraan dan berdasarkan pada kepercayaan
(amanah). Dalam hal ini, masing-masing pihak saling memberikan
kepercayaan (amanah) untuk mengelola dana bersama.

Pembebanan jaminan kepada nasabah khususnya jaminan
tambahan berupa agunan tersebut, juga berlaku pada Bank Syariah
Indonesia (BSI) KC Kota Mataram yang berkantor di jalan Pejanggik
No 23, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
membebankan jaminan kepada nasabah (Syarik) karena merasa bahwa
mencari Syarik yang benar-benar jujur itu sangat sulit.” Selain hal
tersebut agunan dilakukan guna mengurangi resiko berdasarkan
ketentuan perundang-undangan tentang perbankan yang telah
ditetapkan.

Penerapan akad musyarakah disertai agunan tersebut memerlukan
sorang pencatat. Surat Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan dengan jelas
kebutuhan tersebut;®

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu
bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang
telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang
penulis diantaramu menulis dengan benar, dan
janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana
vang telah diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis
dan orang yang berhutang mengimlakkan...”

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014’
tentang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun

¢ Danang Wahyu Muhammad, Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan
Musyarakah Pada Bank Syariah, Jurnal Hukum Bisnia, Vil, 33 No, 3. (2004) him.283.

7 Wawancara dengan Kepala Cabang BSI KC Mataram, 05 Maret 2022

8 Qur’an karim dan terjemahan artinya, Cetakan klesepuluh. Penerjemah H.
Zaini Dahlan, (Yogyakarta: UII Press, 2013), him.§3.



2004 Jabatan Notaris (UUJN), saat ini yang berwenang melakukan
pencatatan dan membuat akta autentik adalah notaris. Dalam konteks
perbankan syariah terkini, notaris menjadi mitra bank dalam membuat
akta-akta syariah keperluan perbankan, dalam hal ini pembuatan akad-
akad pembiayaan. Termasuk dalam pembuatan akta yang berkaitan
dengan akad musyarakah dan penerapan agunannya. Sehubungan
dengan hal tersebut diatas dalam pembuatan akad yang berhubungan
dengan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah, notaris membuat
akta mengenai akad-akad syariah bertujuan untuk membuat akad
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.!'®

Perkembangan perbankan syari‘ah pada satu sisi membanggakan,
tetapi di sisi lain masih sangat memprihatinkan karena belum didukung
oleh instrumen hukum yang memadai sebagaimana perbankan
konvensional. Diantara instrument hukum yang pada saat ini masih
dirasa kurang memadai karena berbasiskan kontrak bisnis konvensional
adalah bidang notaris yang berkaitan dengan pengikatan jaminan atau
agunan.'!

Konsep musyarakah dalam figih muamalat mengalami pergeseran
pada beberapa aspek penting ketika konsep ini di implementasikan pada
operasionalisasi Bank Syariah. Kenyataan ini terjadi karena beberapa
prinsip dasar yang tidak sama antara konsep musyarakah dengan
kenyataan empiris pada perkembangan perbankan syariah. Dalam hal
ini Bank Syariah mengalami dilematis karena harus mematuhi hukum
positif tetapi juga tetap wajib melaksanakan kepatuhan syariah (shariah
complient).

Konsep pencatatan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat
282 bagi transaksi non tunai itu diperlukan suatu pencatat dalam

% Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 65

10 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum
dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), him. 107.

11 Laurensius Arliman, Urgensi Notaris Syariah Dalam Bisnis Syarri“ah di

Indonesia, Jurnal Hukum Walisongo, Vol.24 No. 1, (2016), HIm. 82.



maksud pencatat yang bersifat majelis, sehingga instrumen hukum yang
digunakan dalam akad perbankan syariah seperti murabahah,
musyarakah, mudharabah, ijarah dan lainlain didukung oleh pengaruh
hukum yang berbasis norma-norma keagamaan atau norma ketuhanan
atau norma Islam. Sehingga dengan demikian pengaruh hukum dalam
bentuk pembuatan akta itu lebih terlindungi kepada bentuk akad yang
konsep dasarnya berdasarkan ijab gabul. ljab gabul dilakukan lebih
dahulu atau kesepakatan menjadi pertentangan yang dialami oleh dunia
notaris sekarang ini. Oleh karena itu musyarakah dalam sistem
perbankan syariah yang mengacu pada pertemuan modal dalam akad
yang dibuat dihadapan notaris implementasinya lebih mengarah kepada
proses agunan yang digunakan pada bank konvensional. Agunan dalam
akad perbankan syariah sebenarnya bukan bagian dari jaminan hutang.
Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah 25 dan Undang-
undang No. 19 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia'?, prinsip hukum
dari kedua undang undang ini adalah hutang piutang. Ketika proses
akad dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang mengacu kepada non
hutang maka terjadilah kontradiksi bagi pemasangan jaminan berupa
agunan yang berbasis syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji
persoalan penjaminan yang di mana akad yang digunakan adalah akad
musyarakah yang merupakan akad karja sama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu yang berjudul “Implementasi Hukum
Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT BSI Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah implementasi hukum jaminan syariah pada akad
musyarakah di PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan hukum
jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT BSI Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram?

12 Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan sasaran atau target mengenai
yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan
pokok permasalahan seperti
1. Diuraikan di  atas, penelitian ini bertujuan sebagai
berikut:Memahami implementasi hukum jaminan Syariah pada
Akad Musyarakah yang di terapkan oleh PT Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
2. Memaparkan kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum
jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di PT Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini sangat diharapkan oleh peneliti bisa
menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya baik
secara teoritis maupun konseptual dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dengan lebih khususnya dibidang hukum ekonomi
Syariah.
b. Manfaat Praktis
1. Manfaat Praktis Untuk Lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penentu
kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan
pembahasan hukum jaminan syariah pada akad musyarakah.
2. Manfaat Praktis Untuk Peneliti Berikut
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
peneliti berikutnya, khususnya mahasiswa hukum ekonomi
yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian
1. Ruang Lingkup

Agar rencama penelitian ini tidak menyimpang dari
pembahasan atau tujuan penelitian, maka peneliti membatasi lingkup
pembahasan pada permasalahan yakni Implementasi Hukum
Jaminan dan kendala yang di hadapi dalam penerapan hukum



jaminan pada akad musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram berlokasi di Jl. Pejanggik No
23, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada
beberapa alasaan peneliti mengambil lokasi di bank tersebut antara
lain, PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram masih membuka pinjaman pembiayaan dalam bentuk
Musyarakah.

E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu dukungan hasil-hasil

penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut. Penelitian terdahulu ini adalah kegiataan mendalami,

mencermati dan menelaah, tinjauan pustaka ini berisi uraian tentang

penelitian-penelitian sebelumnya, tentang masalah-masalah yang sama

atau yang serupa.'?

1.

Skripsi yang ditulis oleh Novan Prasetyo yang berjudul
“Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT.
BPRS Agro Usaha Bandar Lampung”, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis penerapan prinsip collateral dalam sebuah
pembiayaan Mikro (Murabahah) pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha
Bandar Lampung menurut islam. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dan tehnik
pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Penelitian dari Novan Prasetyo ini menyimpulkan bahwa jaminan
dalam pembiayaan yang digunakan pembiayaan mikro
(Murabahah) dilihat dari menurut kesepakatan para ulama klasik
adalah dilarang karena dapat menyebabkan tidak sahnya aka hal
ini disebutkan bertolakbelakang dengan prinsip amanah yang

3Muh. Fitrah, dan Lutfiyah,Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif,

Tindakan Kelas dan Studi Kasus), (CV Jejak:2017), him. 138.



mendasari dari akad ini sendiri. Akan tetapi, sebagian ulama juga
yang dari aplikasi yang ada didalam perbankan syariah saat ini,
jaminan dalam pembiayaan Mikro (Murabahah) diperbolehkan,
dikarenakan bukan untuk dimaksudkan memastikan kembalinya
modal, akan tetapi untuk memastikan bahwa kinerja mudharib
sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam kontrak serta untuk
menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang
bersangkutan.'*

Persamaan dan perbedaan anatara penelitian di atas dengan
penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya, sama-sama
menggunakan jenis penelitian kualitatif dan fokusnya pada
implementasi jaminan. Sedangkan perbedaannya terletak pada
fokus yang menjadi kajiannya. Kalau penelitian di atas fokus
kajiannya menekankan pada implementasi prinsip jaminan pada
pembiayaan mikro sedangkan penelitian ini menfokuskan diri pada
implementasi hukum jaminan pada akad musyarakah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syifaul Anam “Implementasi
Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus
BMT di Kota Semarang)”, metode pendekatan yang digunakan
merupakan metode pendekatan yuridis normatif yakni
menggunakan kaidah-kaidah normatif yang terdapat dalam hukum
islam, dan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang
hukum jaminan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni
yaitu memaparkan, menggambarkan dan menganalisis hukum
jaminan menurut peraturan perundangan yang berlaku dan menurut
hukum Islam. Dalam prakteknya, BMT-BMT di kota semarang,
tidak menerapkan hukum jaminan seperti yang diharapkan
peraturan-peraturan sebagaimana yang dimaksud (law inbook). Di
sana ditemukan penyimpangan-penyimpangan beragamnya barang
jaminan yang dipakai, pengikatan barang jaminan yang hanya
bawah tangan yang hal ini rawan terhadap penyimpangan.
Pelaksanaan hukum jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum eksekutorial. Penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan

1“Novan Prasetyo, “Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di
PT. BPRS Agro Usaha Bandar Lampung”, hlm. vii.



secara musyawarah tidak sampai pada upaya litigasi ke pengadilan.
Jika upaya non litigasi tidak berhasil dan upaya litigasi tidak
mempunyai dasar kekuatan hukum maka yang terjadi adalah
penyitaan dengan pemaksaan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi
barang jaminan.'®

Antara penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti
lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak
pada objek yang menjadi fokus kajiannya, yaitu fokus kajian
penelitian di atas pada implementasi hukum jaminan lembaga
keuangan mikro syariah,sedangkan penelitian yang peneliti
lakukan menekankan pada implementasi hukum jaminan pada
akad musyarakah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khamidah Nurzahiroh, “Kedudukan
jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah pada BPR Syariah di
daerah istimewa Yogyakarta” Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis empiris untuk melakukan analisa permasalahan
dari sudut pandang ketentuan hukum atau Undang-Undang yang
berlaku. Sumber data yang dilakukan berupa data primer dan data
sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui interview, studi
kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa yang pertama adalah Penerapan ketaatan
syariah pada prinsip syariah di akad pembiayaan Musyarakah pada
BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogayakarta jika melihat pada
fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah tidak sesuai, yaitu mengenai pengenaan jaminan
dalam pembiayaan Musyarkah. Menurut fatwa DSN-MUI No.
08/DSNMUTI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang pada
prinsipnya tidak ada jaminan, hanya membolehkan adanya jaminan
bukan mewajibkan, hal ini lah yang menjadi ketidaksesuaian antara
peraturan yang tertulis dengan realita dilapangan. Membolehkan
tidak memberikan kepastian hukum di dalamnya, sehingga apabila
pihak Bank kemudian mewajibkan adanya jaminan maka hal itu
semestinya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan kedua,

15 Ahmad Syifaul Anam “Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)”, Skripsi, (Hukum Ekonomi,
Universitas Diponegoro, Semarang: 2009).
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Kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan Musyarakah pada
BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan
penjelasan diatas bahwa adanya jaminan itu tidak memiliki
kepastian hukum maka kedudukan jaminan dalam Pembiayaan
Musyarakah menurut fatwa DSNMUI No.08/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Musyarakah adalah tidak ada.!®
Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian di
atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya
terletak pada jenis penelitiannya sama-sama kualitatif deskriptif
dan fokus kajiannya menekankan pada jaminan pada akah
musyarakah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan
fokusnya, kalau penelitian di atas menekankan fokusnya pada
kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan
musyarakah,sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
menekankan fokusnya pada implementasi hukum jaminan atas
pembiayaan dengan akad musyarakah.
F. Kerangka Teori
1. Konsep Umum tentang Hukum Jaminan
a. Pengertian Hukum Jaminan Syariah
Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan Dhaman. Kata
“dhaman” memiliki arti menghendaki untuk ditanggung.
Dhaman menurut pengertian Epistimologi ialah menjamin atau
menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Selain
itu, kata yang semakna dengan dhaman adalah kafalah. Menurut
istilah figih, Dhaman adalah jaminan utang atau dalam hal lain
menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk
diminta pertanggungjawabannya atau sebagai jaminan.17
Selanjutnya secara syara‘ jaminan lebih dikenal dengan kata Ar-
Rahn yaitu menyandera sejumlah harta yang diberikan sebagai

16 Khamidah Nurzahiroh, “Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan
Musyarakah Pada BPR Syariah Didaerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, (Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

17 Fittriana Syarqawi dan Syaifurahman, Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan

Musyarakah (Studi pada PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin), Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, hlm. 7.
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jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai
tebusan.

Perikatan jaminan bersumber undang-undang, ketentuan
yang digunakan sebagai norma hukum jaminan dilahirkan
karena bukan kehendak para pihak atau perjumpaan kehendak
dari sesuatu yang dibuat sebelumnya sebagai perjanjian pokok,
akan tetapi merupakan bentuk jaminan yang dibebankan pada
debitur oleh sebab bukan perjumpaan kehendak tapi karena
undang-undang, pelaksanaan ketentuan norma hukum demikian
disebut by operation of law atau karena ketertiban Negara dalam
menjaga ketertiban hukum. Norma hukum jaminan yang
dilahirkan oleh undang-undang terdapat dalam pasal 1131 dan
1132 B.W Ketentuan dalam pasal 1131 menyatakan bahwa
—segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala
perikatan perseorangan. Kemudian dalam pasal 1132 dinyatakan
bahwa.

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan
bersama-sama  bagi semua orang yang
mengutangkan kepadanya;pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi menurut
keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya
piutang  masing-masing,  kecuali  apabila
diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan
yvang sah untuk didahulukan”

Jenis-jenis Hukum Jaminan Syariah

Menurut syariat Islam, jaminan dikenal dalam dua istilah,
yaitu yang pertama jaminan yang disebut dengan istilah
damman atau kafalah, dan yang kedua disebut dengan istilah
rahn.

a) Damman atau Kafalah

Menurut etimologi kafalah berarti al-dammah,
hamalah, dan za’amah. Ketiga istilah tersebut memiliki
makna yang sama yaitu menjamin atau menanggung.
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Sedangkan menurut terminologi, kafalah diartikan sebagai
jaminan yang diberikan oleh pihak kafil (penanggung)
kepada pihak ketiga atas kewajibannya yang harus
ditunaikan oleh pihak kedua (tertanggung).

Dasar hukum kafalah terdapat dalam Al-Qur’an da

As-Sunnah. Dasar hukum untuk memberikan kepercayaan
ini terdapat dalam QS Yusuf ayat 72:
“...dan penyeru-penyeru itu berkata: kami kelihangan piala
raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan
memperolah bahan makanan (seberat) beban unta dan aku
menjamin terhadapnya.”

Sedangkan menurut As-Sunnah meriwayatkan pada
hadist Bukhari dalam kitab Al-Hawalah Rasulullah
bersabda : “..telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW
mayat seorang laki-laki untuk disholatkan. Rasulullah SAW
bertanya “apakah dia mempunyai warisan?” para sahabat
menjawab “tidak”, Rasulullah kemudian bertanya lagi
“apakah dia mempunyai hutang?”, sahabat menjawab “ya,
sejumlah tiga dinar”. Rasulullah pun menyuruh para
sahabat untuk menshalatkannya tetapi Rasulullah sendiri
tidak menshalatkan. Lalu Abu Qatadah berkata bahwa,
saya yang amenjamin hutangnya ya Rasulullah, maka
Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.”

Selain merujuk pada Al-Qur’an dan As-Sunnah,
dasar hukum kafalah yang lain berupa ijma ulama. Para
ulama madzhab membolehkan akad kafalah. Orang-orang
Islam pada masa nubuwah mempraktikkan hal ini bahkan
sampai sekarang, tanpa adanya sanggahan dari seorang
ulama pun. Menurut jenisnya, kafalah dibagi menjadi
beberapa bagian diantaranya, yaitu:

e Kafalah bin-Nafs Menurut pengertiannya, kafalah
ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri
(personal guarantee). Misalnya, dalam praktik
perbankan untuk produk kafalah bin-Nafs adalah
seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan
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dengan jaminan yang diberikan berupa nama baik
dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.
Sehingga meskipun pihak, bank tidak memegang
barang sebagai jaminan, tetapi bank berharap tokoh
tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika
nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

Kafalah bil-Maal

Pengertian dari kafalah bil-Maal adalah jaminan
pembayaran barang atau pelunasan utang.

Kafalah bit-Taslim

Pada kafalah ini menjelaskan terkait jaminan
pengembalian atas barang yang disewakan, pada
masa sewa telah berakhir. Pemberian jaminan
dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan
nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan
perusahaan  pernyewaan  (leasing  company).
Penjaminan pembayaran bagi bank berupa
deposito/tabungan  dan  bank  diperbolehkan
membebankan uang jasa (fee) kepada nasabah.
Kafalah al-Munjazah

Penjaminan barang secara mutlak yang tidak adanya
batasan jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan
tertentu. Bentuk dari kafalah al-munjazah adalah
pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi
(performance bond), sesuatu hal yang lazim
digunakan perbankan dan hal ini sesuai dengan
bentuk akad ini.

Kafalah al-Muallagah

Kafalah ini adalah bentuk penyederhanaan dari
kafalah al-munjazah, baik disektor perbankan
maupun asuransi.'®

18 Khamidah Nurzahiroh, ... Skripsi, (Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia,

Yogyakarta, 2018).

14



b) Ar-rahn

Dasar hukum Ar —rahn terdapat Alqur‘an surat Al-
Baqarah ayat 283 yang artinya Dan jika kamu dalam
perjalanan (dalam bermu“amalah tidak secara tunai
sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang penulis,
maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Berdasarkan
hadith riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan bahwa
Rasulullah SAW. membeli makanan dari seseorang yahudi
dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.
Menurut para ilmuwan hukum islam jaminan yang
diberikan rasullah tersebut adalah peristiwa pertama tentang
jaminan di dalam islam artinya memperkennalkan jaminan
ini untuk dijadikan sumber hukum. Secara epistemologis
kata Ar-rahn mempunyai pengertian tetap/kekal/jaminan.
Menurut para ahli hukum islam Ar-rahn adalah menjadikan
sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang)
yang mungkin dijadikan pembayar hak (piutang) baik
sebagian atau mungkin secara keseluruhan. Para ilmuwan
islam yang menganut paham Maliki mendefinisikan Ar
rahn sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai
jaminan/agunan yang bersifat mengikat, sedangkan para
ilmuwan yang mengikuti aliran Syafii mendefinisikan Ar-
rahn sebagai materi (barang) sebagai jaminan utang apabila
yang berhutang tidak dapat membayar utangnya.'’

c. Kreteria Hukum Jaminan Syariah

Jaminan syariah merupakan jaminan yang
berdasarkan pada prinsip hukum islam. Karakteristik utama
dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan
syariah tidak dikenal adanya bunga jamnan yang
merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak

9 Agus Pandoman, Peraturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas-Non
Publisitas, Jilid 1, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: 2016), him. 429.
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pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Didalam
sebuah hadist Riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan
bahwa rasulullah saw membeli makanan dari seorang
yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang
jaminan’ menurut para ilmuwan hukum Islam, jaminan
yang diberikan Rasulullah tersebut adalah peristiwa
pertama tentang jaminan didalam islam, yang dapat
diartikan Rasul memperkenalkan jaminan ini dijadikan
sumber hukum Islam.

Jaminan pada hakikatnya merupakan kutub
pengaman terhdap dana yang dipinjamkan atau disalurkan
kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankkan hakikat
funsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk
melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus
melindungi kelangsungan bisnis perbankkan, sedang
dipihak lain nasabah peminjam dana atau debitur dituntut
untuk  bertanggungjawab mengembalikan hutangnya.
Penggunaan jaminan dilakukan guna untuk menghindari
terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang
telah di salurkan oleh bank. Selain dari itu jaminan juga
memberikan dampak yang positif secara psikologis bahwa
kreditor akan merasa aman dan tida akan kehilangan dana
yang dipinjamkan.

2. Konsep umum tentang akad Musyarakah
a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah
berasal dari fi’il madhi (38333 — &3s — d5% - d5%) yang
mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan,
perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti: mempunyai
arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini
adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang
lain  sehingga  antara  bagian yang satu
dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi Definisi
syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-tasharruf
bagi masing-masing pihak yang bersertifikat, menurut ulama
Hanafiah, Syirkah secara istilah adalah penggabungan harta
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(dan/atau keterampilan,) untuk dijadikan modal usaha dan
hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi
bersama.?’.

Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan
dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi’i,
syirkah  adalah  berlakunya hak atas sesuatu bagi
dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Jadi, syirkah
adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha
perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta
keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan
perjanjian.

Dasar hukum Musyarakah yaitu:  pertama, Al-
Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Sad
ayat 24:

ey (o3 LA G2 158 ()5 Ralas ) Siad 15y Slalls 41 (06
JARELG A8 LT Ay g EA L Oty el ) shee 53l faall W1 s e
U5 aS)5) 5a545)

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat
zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk
ditambahkan kepada kambingnya, memang banyak dari orang-
orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim
kepadasebagianyang lain, kecuali orang orang yang beriman da
n mengerjakan amal sholeh.” (Q.S Sad : 24).%!

T.M. Hasbi Ash Shidieqy, menafsirkan bahwa kebanyakan
orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra
usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan
yang sholeh karena merekalah yang tidak mau menzholimi
orang lain.

Kedua, adalah Hadis, dalam hadis dinyatakan sebagai
berikut:

20 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah,
(Kencana, Prenada Media Group:2012), him. 19.
2! Depag RI, al-qur’an dan Terjemahan, hlm. 363.
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Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang
yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak
berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara
mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari
mereka” (H.R Abu Dawud).

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama
dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan
berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.
Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah
serikat sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat
dalam buku-buku ilmu figh Islam. Ketiga, [jma’, Ibnu Qudamah
dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi’i
Antonio dalam bukunya Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik,
telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap
legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat
perbedaan dalam beberapa elemen darinya. %>

b. Jenis-jenis Musyarakah*

Secara umum, akad musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu
syirkah-amwal, dan syirkah- adban. Berikut adalah
penjelasannya

a) Syirkah-amwal, yaitu dua syarik atau lebih yang
memiliki harta bersama melalui usaha tertentu
maupun tanpa melalui usaha tertentu. Oleh sebab
itu, syirkah-amwal mencakup syirkah-amlak baik
yang ikhtiari (syirkah amlak ikhtiari) yaitu,
penyediaan dana oleh dua syarik atau lebih untuk
dijadikan modal usaha maupun ijbari (syirkah
amlak ijbari) yaitu, kepemilikan bersama ahli waris

22 Mahmudatus Sa’diyah, Jurnal, “Musyarakah Dalam Figih Dan Perbankan
Syariah”, (SMK Walisongo Jepara, Indonesia) Vol. 2, No.2, Desember 2014.

2 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah,
cetakan pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 21
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atas harta warisan yang dikarenakan orang tua
mereka meninggal dunia.

b)  Syirkah-abdan adalah kerja sama di antara dua
syarik atau lebih guna melakukan usaha tertentu
dengan “modal” yang dilakukan berupa ketrampilan
sesama syarik.

Para ulama hanafiah syirkah ‘uqud menjadi enam dengan
perincian dua tahapan. Pada tahap satu, syirkah uqud di bagi
menjadi tiga yaitu syirkah amwal (kongsi harta), syirkah abdan
(kongsi kerja/ prestasi), syirkah wujuh (kongsi kredibilitas),
kemudian pada tahap kedua masing-masing terdiri dari, syirkah
mufawadhah dan syirkah ‘inan.

Maka pembagian syirkah menurut ulama hanafiah, yaitu:

a) Syirkah amwal mufawadhah adalah penyertaan
modal usaha masing-masing syarik memberikan
jumlah modal yang sama;

b) Syirkah amwal ‘inan adalah penyertaan modal
usaha dari masing-masing syarik dengan jumlah
modal yang berbeda;

c) Syirkah ‘abdan mufawadhah adalah penyertaan
keterampilan dari masing-masing syarik sebagai
bentuk modal usaha dengan kualitas ketrampilan
yang sama;

d) Syirkah  ‘abdan  ‘inan  adalah  penyertaan
keterampilan dari para syarik sebagai bentuk modal
usaha dengan kualitas ketrampilan yang berbeda;

e) syirkah wujuh mufawadhah adalah penyertaan
kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi dari
masing para syarik sebagai modal usaha. Syirkah
wujuh ‘inan adalah penyertaan modal dalam bentuk
kredibilitas usaha dari masing para syarik dengan
kualitas kredibilas yang berbeda.

c. Karakteristik Musyarakah

Dalam investasi musyarakah, masing-masing pihak yang
menjalin akad disebut dengan istilah mitra,para ptra akan
bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha
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tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan
maupun yang baru.

Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana
tersebut dan bagi hasil yangtelah disepakati nisbahnya secara
bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi
yangdiserahkan oleh para mitra dapat diberikan dalam bentuk
kas, setara kas, atau asset nonkas, modal yang berupa kas dinilai
sebesar jumlah yang diserahkan, sedangkan asset nonkas ini
dinilai sebesar nilai wajar.

Ketentuan syariah menegaskan tidak boleh ada jaminan
dalam investasi musyarakah, meskipun setiap mitra tidak dapat
menjamin dana mitra lainnya. Akan tetapi setiap mitra dapat
meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas
kelalaian atas kesalahan yang disengaja yang dilakukan soleh
mitra lainnya. Terdapat 2 jenis kelalaian atau kesalahan yang
disengaja dari setiap mitra. pertama, pelanggaran terhadap akad,
antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan
pendapatan operasional. Kedua, pelaksaan yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah.

G. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuris empiris. Pendekatan
dilakukan dengan mengkaji implementasi dari Hukum Jaminan
Syariah pada Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC
Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif yang bukan sekedar menghimpun data saja, prosedur kerja
penelitian deskriptif ini adalah mengumpulkan data, kemudian
menganalisis dan menginterpretasi data itu. Jadi, penelitian diskriptif
memberikan gambaran yang jelas dan cermat tentang suatu individu,
keadaan konsep, gejala, atau kelompok tertentu. Dalam penelitian
jenis ini dapat diajukan hipotesis dan dapat juga tidak, sesuai dengan
masalahnya. Apabila hipotesis diajukan, maka hasil penelitian akan

20



mempertegas hipotesis dimaksud dan dapat mengahasilkan teori
yang lama.?*
2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berjenis
kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik
pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan), analisis
data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih

menekankan makna daripada generalisasi.”’

Dalam hal ini kehadiran peneliti menjadi sangat penting
dan menjadi kunci utama untuk keberlangsungan suatu penelitian,
demi tercapai nya suatu penelitian maka peneliti melakukan
observasi atau secara langsung terjun ke lapangan agar bisa
mendapatkan hasil penelitian yang obyektif. Dalam pelaksanaannya,
peneliti akan melakukan wawancara dengan informans, yaitu
pegawai bank dan para nasabah yang pembiayaannya menggunakan
akad musyarakah. Para informans diperlukan untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus yang menjadi kajian
dari penelitia ini. peneliti akan melakukan penelitian ini dengan
sebaik mungkin hingga mendapatkan sesuatu yang ingin di capai
dengan efektif dan efesien.

3. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua
jenis sumber data, yaitu:

1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara
langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau
tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian
eksploratif, deskriptif, atau kausal dengan menggunakan

24 Saifuddin, Muhammad Syuhudi Ismail, Dkk.,Strategi dan Teknik Penulisan
Skripsi, (CV Budi Utama, 2018), him.28-30.

Sugiyoono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014),
him.1.

21



metode pengumpulan data berupa survey ataupun
observasi.?® Data primer ini akan peneliti dapatkan dari
hasil wawancara dan observasi ke pihak-pihak yang
terkait yakni: Pimpinan, Karyawan, dan Nasabah yang
menggunakan akad musyarakah di PT Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

2) Data skunder merupakan struktur data historis mengenai
variable-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun
sebelumnya oleh pihak lain.?’ Sedangkan pada data
sekunder ini merupakan data-data yang peneliti
dapatkan dari hasil buku, jurnal, skripsi atau penelitian
terdahulu yang terkait dengan fokus kajian dalam
penelitian ini.

b. Jenis Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif yang mana data kualitatif adalah data yang
membahas tentang objeknya yang dinyatakan dengan kalimat,
yang pengolahannya dilakukan melalui proses berfikir yang
bersifat kritik, analitik dan tuntas.”® Data yang diperoleh
tersebut didapat dari berbagai sumber, dengan menggunakan
teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan
dilakukan dengan cara terus menerus sampai datanya jenuh.?’

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan bagian dari
instrument pengumpulan yang akan menentukan berhasil atau
tidaknya suatu penelitian.® Pengumpulan data dapat dilakukan

%Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif,( PT. Grasindo,
Jakarta, 2005), him. 168.

27Ibid.,him. 168.

2Muh. Fitrah, dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian: Penilitian Kualitatif,
Tindakan Kelasdan Studi Kasus,... hlm. 55.

YSugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.. .hlm. 87-89.

30 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan

Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hIm. 129.
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dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai setting.’! Pada
dalam hal ini diperlukan adanya sebuah teknik pengumpulan data
yang dapat digunakan untuk secara cepat dan tepat, sesuai dengan
masalah yang diteliti dan tujuan dari penelitian, maka peneliti
menggunakan beberapa metode agar bisa mempermudah penelitian
yang dilakukan ini, diantaranya:

a. Observasi

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para
ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat
yang sangat canggih, sehingga bendabenda yang sangat kecil
(proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang
angkasa) dapat di observasi dengan jelas.

Observasi dikenal dengan dua cara yaitu, observasi
partisipan dan observasi non partisipan. Metode observasi
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
non partisipan, dimana peneliti melakukan pengamatan secara
langsung ke lokasi dengan mengamati objek penelitian dan
tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan objek penelitian
hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mendengar semua
aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi
tersebut.

Observasi non partisipan yang dilakukan oleh peneliti ini
bertujuan untuk mengetahui letak permasalahan tentang
Bagaimanakah implementasi hukum jaminan syariah pada
akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Mataram
serta Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan
hukum jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di Bank
Syariah KC Mataram.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung :
Alfabeta, 2016), hlm. 137.
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dapat  dikonstruksikan = makna dalam suatu  topik
tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data apabila peneleliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informasi
yang lebih mendalam.Teknik pengumpulan data ini
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-
report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan
pribadi.*

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang
bebas yaitu peneliti atau pengumpul data tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan
lengkap untuk mengumpulkan datanya, yang digunakan dalam
wawancara ini adalah hanya berupa garis-garis besar dari
permasalahan yang di teliti dan yang akan ditanyakan.*
Wawancara memiliki tiga jenis diantaranya yaitu: wawancara
terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur.

Sedangkan, Jenis wawancara yang digunakan oleh
peneliti yaitu wawancara tak terstruktur, dimana peneliti Pada
wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang tak
terstruktur yang mana peneliti akan menyiapkan pertanyaan
yang akan ditanyakan kepada narsumber yang akan ditanya,
alasan dari peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur
ini adalah dikarenakan wawancara ini lebih efektif dan lebih
terurut sesuai dengan pertanyaan yang disiapkan peneliti dan
juga dengan wawancara ini peneliti bisa mendapatkan lebih
banyak informasi karena pertanyaan yang ditanyakan bisa
dikembangkan oleh peneliti. Menjadi narasumber yang akan
peneliti targetkan adalah Pegawai Bank Syariah Indonesia dan
Nasabah yang melakukan akad musyarakah di Bank Syariah
Indonesia, agar mendapatkan data yang diinginkan oleh
peneliti.

2]bid.,him.190.
3Ibid.,hlm. 192.
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Pada wawancara yang peneliti pilih ini akan diharapkan
mendapatkan informasi yang terkait dengan rumusan masalah
yang ada dalam penelitian itu sendiri, seperti Bagaimanakah
implementasi hukum jaminan syariah pada akad musyarakah
di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram serta Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam
penerapan hukum jaminan Syariah pada Akad Musyarakah di
PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya momentum dari seseorang. Dokumen yang berbentuk
tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (/ife
histories), biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan
lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni,
yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.®*
Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah berupa pencarian
data tentang hal yang diteliti oleh peneliti berupa catatan,
buku, artikel dan sebagainya. Dengan menggunakan metode
dokumentasi ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan atau
langsung ke lokasi karena dengan begitu akan mendapatkan
dokumen-dokumen penting seperti, dokumen-dokumen, foto-
foto, dan catatan—catatan narasumber yang bisa membantu
peneliti mendapatkan informasi. Data dokumentasi yang
banyak digunakan di lokasi penelitian adalah profie PT Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

5. Teknik Analisis Data
Kemudian setelah data-data dikumpulkan dengan
menggunakan metode pengumpulan data yang ditetapkan maka
selanjutnya adalah melakukan analisis data. Menurut Faisal,

34Ibid.,hlm.82.
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menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif
bergerak secara induktif. *> yang mana Induktif adalah proses
pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang
didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Pendekatan
induktif  sangat berbeda dengan deduktif. Induktif
mengumpulkan data terlebih dahulu baru hepotesis dibuat jika
diinginkan atau konkluksi langsung diambil jika hipotesis tidak
digunakan.®

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
analisis data deskriptif kualitatif yang mana merupakan
penggambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material
yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa
ungkapan bahassa atau wacana melalui interprestasi yang tepat
dan sistematis. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah
peneliti bisa menjabarkan hasil dari wawancara secara
sederhana dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa
yang digunakan peneliti dan narasumber saat sedang

wawancara. 37

Setelah data tersebut diperoleh, langkah selanjutnya
adalah menganalisa terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan
menggunakan tehnik conten analysis, yaitu suatu tehnik analisa
yang dipergunakan untuk menginterpretasikan secara sistematis
dan obyektif berbagai pesan atau pernyataan yang diperoleh dari
wawancara mendalam dengan key informans. Adapun tahapan-
tahapan analisis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa
kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi
kelengkapan, kesesuaian, kejelasan, dan keselarasan satu sama
lain.

%1bid.,him. 145.

3¢ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya
ILmiah, (Kencana ,2012), him 16.

3"Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, (Kompas Media
Nusantara: 2011), hlm. 43.
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Kedua, pengorganisasian data, yaitu menyusun dan
mensistematiskan data yang diperoleh guna menghasilkan
bahan untuk merumuskan deskripsi nanti

Ketiga, analisis data selanjutnya terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan
dalil guna merumuskan deskripsi tentang implementasi hukum
jaminan yang di terapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram.

6. Keabsahan Data
Untuk memenuhi standar penelitian sringkali para peneliti
menggunakan uji validitas dan realibilitas. Yang mana
realibilitas merupakan derajat data yang terjadi pada objek
penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam
penelitian kualitatif, biasanya penelitian akan dikatakana valid
apabila tidak ada perbedaan antara hasil laporan atau hasil
penelitian dengan yang ada dan terjadi dalam objek penelitian.
Penelitian kualitatif lebih merujuk kepada uji validitas, agar
penelitian yang diteliti terjamin dan adanya kepercayaan
terhadap data dan hasil penelitian kualitatif, macam-macam cara
yang digunakan sebagai berikut.
a. Perpanjang Pengamatan
Dengan memperpanjang pengamatan maka peneliti
dengan narasumber atau lawan bicara peneliti akan semakin
akrab dan akan terjalin sebuah kepercayaan serta
keterbukaan baik dari peneliti ataupun dari narasumber.’®
Ketekunan pengamatan, dilakukan dengan cara mencari
secara konsisten interpretasi atau pandangan dari para
informans di lapangan berkaitan dengan penggunaan
simbol sebagai media komunikasi bagi masyarakat
kecamatan Jonggat yang menjadi focus kajian dalam
penelitian ini.

8Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatiff dan R dan D,
(Bandung:Alfabeta CV, 2018), hlm.270.

27



Triangulasi

Tringulasi ini biasanya digunakan oleh para peneliti
untuk pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data tersebut, teknik
tringulasi ini sering digunakan dengan menggunakan
sumber data.*” Triangulasi, dilakukan dengan cara
membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil
observasi (triangulasi metode/ data)

Diskusi dengan Teman Sejawat

Penelitian teman sejawat ini merupakan diskusi
yang dilakukan peneliti dan mengekspos hasil sementara
dari penelitian atau hasil akhir dari sebuah penelitian, hal
ini  bermaksud untuk melakukan pengecekan atau
pemeriksaan keabsahan data yang didapat oleh peneliti,
dengan diskusi juga peneliti diberkan suatu kesempatan
untuk menguji hasil yang telah di temukan.** Diskusi
dengan teman sejawat dilakukan dengan meminta masukan
atas laporan hasil penelitian di lapangan, terutama dari
orang-orang yang memang memiliki pengetahuan atau
keahlian dalam bidang yang sesuai dengan fokus yang
menjadi kajian penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan yang digunakan

peneliti merajuk pada pedoman skripsi 2021 Universitas Islam Negeri
Mataram dan dengan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang baik

dan benar sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Pada Bab pertama, peneliti membahas tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta menjelaskan
ruang lingkup dan Setting penelitian, dilanjuti peneliti juga membahas

284.

hlm.207.

3Lexi. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, ...hlm. 281-

40Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosda Karya,2004),
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tentang serangkaian teknik, metode, penelitian yang digunakan dalam
penelitian termasuk juga peneliti menguraikan pendekatan penelitian,
sumber data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

Pada Bab kedua, peneliti menguaraikan paparan data, yang berisi
tentang implementasi hukum jaminan syariah pada akad musyarakah di
PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram.

Pada Bab ketiga, peneliti memaparkan tentang pembahasan
penelitian yang berisi tentang analisis implementasi hukum jaminan
syariah pada akad musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pejanggik 1 Mataram.

Pada Bab keempat, penutup, yang mana penutup berisi tentang
kesimpulan atas penelitan yang diteliti oleh peneliti, menyertakan
saran-saran yang sekiranya dapat membantu baik itu dari sisi peneliti
ataupun dari sisi lembaga yang terkait dengan penelitian.
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BAB 11
PENERAPAN HUKUM JAMINAN SYARIAH PADA AKAD
MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC
MATARAM

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 dan merupakan
rancangan penggabungan usaha (Marger) yang mana bank syariah
merupakan milik bank BUMN dan terdiri dari, PT bank BRI Syariah
tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri tbk (BSM), dan bank BNI
Syariah tbk (BNIS). Bank Syariah Indonesia KC mataram beralamat
di JI. Panca Usaha No. 08 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat. Telepon : 0370643937, Web : www.bsi.co.id

Secara geografis, PT Bank Syariah Indonesia KC Mataram

terletak di Jl. Panca Usaha No. 08 Cakranegara, Kota Mataram Nusa

Tenggara Barat.*!

Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Gang J1. Cendrawasi
Sebalah Timur  : Ruko

Sebelah Selatan : Jalan raya

Sebelah Utara  : Rumah penduduk

WIB.

41 Mabrur Hidayat (back office), Wawancara, Mataram 30 Mei 2022, Jam 09:11
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Gambar 1.1

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
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Visi Misi PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

Pejanggik 1 Mataram

Visi

“Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar

menurut kapitalisasi pasar secaa global dalam waktu 5

tahun kedepan”

Misi

a) Memberikan kontibusi positif kepada masyarakat dan
mengkomodasi  beragam  kebutuhan  finansial
masyarakat

b) Mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai
investasi yang optimal bagi investor

¢) Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat
dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan
prinsip syariah

d) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis
teknologi yang melampaui harapan nasabah

e) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan
penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen

f) Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana
terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan
berprestasi sebagai perwujudan ibadah.*

B. Akad Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram

Dalam penerapan akad Musyarakah, di BSI kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram telah sesuai dengan skema diatas, dimana bank
dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk
menjalankan usaha dengan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi
kontribsi nisbah. Selain dari itu ada beberapa manfaat dari
menggunkan akad musyarakah di BSI kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram ini yaitu:

42 Mabrur Hidayat, Wawancara,... 30 Mei 2022.

32



1)

2)

3)

4)

BSI kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan
menikmati peningkatan dalam jumlah yang ditentukan
pada saat keuntungan usaha nasabah telah meningkat
Pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan yang
dipinjamkan sehingga tidak memberatkan nasabah

BSI kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan dengan
teliti menggalih informasi tentang usaha yang akan
dilakukan

Prinsip bagi hasil dalam akad musyarakah ini berbeda
dengan priinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih
nasbah satu jumlah tetap berapapun keuntungan yang
dihasilkan nasbah, bahkan sekalipunmengalami kerugian

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah sebagai berikut :

1)

2)

3)

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek
musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik
modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan
usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik
modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah
dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: pertama,
Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi,
kedua, Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin
pemilik modal lainnya, ketiga, Memberi pinjaman pad
pithak lain., keempat, Setiap pemilik modal dapat
mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
Dan kelima, Setiap pemilik modal dianggap mengahiri
kerja sama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal
dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka
waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan
dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian
dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam
akad. Setelah proyek selesai nasabah  harus
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mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah
disepakati untuk bank.

Menurut hasil dari wawancara dengan Mabrur Hidayat sebagai
pihak bank beliau berpendapat bahwa di bank syariah Indonesia ini
memang menerapkan berbagai macam akad, termasuk adalah akad
musyarakah yang merupakan akad yang ada jaminanya.

”Di semua bank syariah terkenal dengan berbagai macam
akad, termasuk di Bank Syariah Indonesia, karena BSI kan
merupakan tiga gabungan dari bank syariah yang sudah lama
beridiri, salah satunya kan akad musyarakah yang ditanyakan, nah,
Akad musyarakah ini merupakan sebuah system kolaborasi antara
kedua belah pihak untuk membangun sebuah usaha, dan harus
menggunakan sebuah jaminan, yang dimana nantinya keuntungan
vang didapat tersebut dan resiko yang dialami akan di tanggung
sesuai kesepakatan bersama, penjalasan yang paling mudah
dipahami saya gambarkan sebuah skema.”*

Gambar 1.2

Skema akad Musyarakah

Bank Syariah || Musyarakah | NAsabah

A

Usaha

v
Keuntungan

Labal Laba 2

Bagi hasil sesuaii
kesepakatan

43 Mabrur Hidayat, Back Officer, Wawancara, 10 Aguastus 2022
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Akad musyarakah yang ada di bank syariah Indonesia ini
murapakan salah satu dari sekian macam akad yang ada, namun
peneliti mengambil akad musyarakah karena akad inilah yang sering
digunakan oleh bank untuk bertransaksi dengan nasabah, Mabrur
Hidayat juga memberikan contoh seperti apa atau dengan siapa saja
bank berkontribusi, beliau menuturkan:

“Saya contohkan pelaksanakan akad musyarakah ini seperti
misalkan bank akan memberikan modal kerja kepada nasabah, yang
di maksud dengan pemberian modal kerja ini, bank yang berperan
sebagai pemberi modal, tetapi sebelum memberikan modal tersebut
bank akan mengecek kelayakan dari nasabah yang menerima modal
tersebut, dan nasabah tersebut harus menyiapkan sebuah jaminan,
itulah kenapa pentingnya sebuah perjanjian jaminan yang
diterapkan bank, jika salah sedikit kita mendata tentang nasabah
maka akan berpengaruh juga kepada akhir dari perjanjian tersebut,
dan sebenarnya masih banyak lagi contoh kerjasama bank antar
lembaga juga ada.”**

1. Tahapan Penerapan Akad Musyarakah
Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa PT Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
menawarkan pembiayaan muyarakah melalui tahapan-tahapan
berikut:*’
a. Tahap Survey Lapangan
Tahap awal yang dilakukan PT Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram untuk menawarkan
pembiayaan musyarakah adalah melalui kunjungan/dan
sosialisasi ke lapangan yaitu menawarkan kerjasama antara
bank dengan instansi/calon nasabah perorangan.
b. Tahap Pengajuan Permohonan
Apabila penawaran telah dilaksanakan oleh pihak PT
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram maka calon nasabah dapat mengajukan

44 Mabrur Hidayat, Back officer, Wawancara, Mataram, Rabu 27 Juli 2022, Jam
09:14 WIB.

45 Pimpinan PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram, Wawancara, Kamis
28 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB.
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permohonan  pembiayaan  proyek  dengan  prinsip

musyarakah, pihak nasabah mengajukan permohonan secara

tertulis ke pihak bank yang dikenal dengan Surat

Permohonan Musyarakah selanjutnya disebut SPM, namun

jika tidak memungkinkan secara tertulis maka diajukan

secara lisan ke petugas PT Bank Syariah Indonesia Kantor

Cabang Pejanggik 1 Mataram. Nasabah perorangan

menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank berupa:
1. Fotokopi KTP

Fotokopi Kartu Keluarga

Fotokopi NPWP

Fotokopi Akta Nikah

Fotokopi SIUP (surat izin usaha perdagangan)

Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Fotokopi Laporan Keuangan Nasabah

S A i

Fotokopi mutasi rekening hasil penjualan dan
pendapatan nasabah

9. Fotokopi jaminan yang akan dijadikan agunan

pembiayaan

10. Fotokopi IMB

11. Fotokopi PBB/Pajak
Tahap Investigasi

Tahap investigasi dilaksanakan setelah memproses
informasi dan data-data yang diberikan nasabah kepada
pthak bank terkait pembiayaan musyarakah, jika
permohonan nasbah dinilai layak maka setelah bank
menerima  SPM  dari  Nasabah maka  Account
Officer/marketing (AO) dari PT Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan melakukan
investigasi atau pengecekan kondisi calon nasabah di
lapangan. Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam
rangka menilai informasi data suatu fakta di lapangan
sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh
nasabah setelah dilakukan pengecekan keadaan calon
nasabah di lapangan. Selanjutnya Bagian Administrasi
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Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram melakukan analisa terhadap
permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
Analisa ini dapat dibagi kedalam:

1) Analisa Info calon nasabah

2) Analisa Aspek yuridis

3) Analisa aspek manajemen

4) Analisa aspek teknis dan produksi

5) Analisa aspek keuangan.

6) Analisa aspek agunan mencakup jenis jaminan.
Tahap Keputusan

Komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah
proyek tersebut layak atau tidak dibiayai, bila proyek
tersebut tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk
dibiayai maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada
nasabah dan account officer/marketing menyampaikan
penolakan proyek tesebut kepada nasabah, bila permintaan
nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria maka
account officer/marketing akan memberikan persetujuan
dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas
nasabah yaitu nama, pengurus (Komisaris Utama, Direktur
Utama, dan Direktur-Direktur), jenis dan jumlah
pembiayaan, tujuan penggunaan dan rasio agunan dengan
prasyarat/syarat yang  ditandatangani oleh  komite
pembiayaan.

Berdasarkan persetujuan komite, maka bagian account
officer/marketing akan memberikan Surat Penegasan
Persetujuan Pembiayaan, selanjutnya disebut SP3 kepada
nasabah dan meminta kepada nasabah agar melengkapi
dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh Bank, SP3
memuat pemberitahuan bahwa komite pembiayaan PT Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
telah  menyetujui  pemberian  fasilitas  pembiayaan
musyarakah dengan syarat dan ketentuan yang mencakup:
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a. Struktur pembiayaan yang memuat : Jenis, tujuan, limit
pembiayaan, bagi hasil (nasabah), jangka waktu, cara
pembayaran dan jaminan.

b. Syar
a.

f.
c. Tahap Pe

at penandatanganan akta akad musyarakah:
Nasabah telah menyerahkan SP3 yang telah di
tanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan AD/ART perusahaan atau perubahannya di
atas materai Rp. 10.000,-

Nasabah telah menyerahkan bukti asli kepemilikan
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan
serta seluruh identitas pengurus, pemegang saham
dan pemilik jaminan.

Nasabah telah menyetor biaya cadangan untuk
pembayaran biaya notaris, biaya asuransi dan biaya
lain yang timbul dari transaksi.

Telah membuka rekening di PT Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
untuk aktivitas keuangan atas nama nasabah
Terhadap jaminan telah dilakukan pengecekan
keaslian sertipikat dan tidak saling sengketa; dan
Menyerahkan surat pernyataan kuasa

ncairan.

Setelah akad di tanda tangani nasabah dapat meminta
pencairan dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi
Pembiayaan Musyarakah kepada komite pembiayaan PT
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1

Mataram

yang berisi permintaan pencairan dana untuk

dimulainya pelaksanaan proyek dengan syarat dan ketentuan

sebagai b
1. Seluru

erikut:
h persyaratan untuk penandatanganan akad seperti

yang tesebut diatas telah terpenuhi

2. Telah menandatangani akad pembiayaan secara notariil

3. Agunan sudah diikat secara notariil minimal sudah ada
surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat

diikat

sempurna dan sedang dalam pelaksanaan

pengikatan

38



4. Menandatangani tanda terima uang untuk setiap
pencairan
5. Agunan telah dicover asuransi sesuai banker"'s clause PT
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram
6. Seluruh transaksi usaha melalui PT Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
7. Pencairan dilakukan berdasarkan bukti Purchasing Order
( PO) dari customer nasabah
8. Maksimal pencairan sebesar 70% dari nilai PO. Bagian
administrasi pembiayaan memberi info bahwa akad
musyarakah telah terlaksana dan account officer
marketing dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan
dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank,
nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai
pembiayaan musyarakah kepada bank yang berisi
keterangan lengkap nasabah. Account officer/marketing
berhak untuk turut terlibat monitoring dan mengevaluasi
perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang
dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.
C. Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada Akad Musyarakah
PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan
oleh lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya diwujudkan
dalam berbagai macam produk pembiayaan. Menurut pasal 1 butir
(25) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi
bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa
menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi
jasa.
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Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila
nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (collateral) yang
layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak
ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi
terhadap bank syariah.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah
dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi
terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara
menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanime
yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian
terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya,
jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank
untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah
pembiayaaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya.

Adapun peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk
mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut,
apabila pihak debitur cidera janji tidak membayar kembali
hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.Bank
dan lembaga keuangan lainnya di dalam menyalurkan pinjaman
(kredit) mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi, sehingga
sudah selayaknya bertindak ekstra hati-hati dan obyektif dalam
menyetujui atau menolak permohonan pinjaman (kredit) oleh pihak
debitur. 46

Oleh karenanya untuk mengamankan pengembalian dana
yang disalurkan perlu dilakukan pengikatan jaminan. KUHPerdata
telah memberikan pengamanan kepada kreditur dalam menyalurkan
kredit kepada debitur, yakni dengan memberikan jaminan khusus
berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyaluran kredit
merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian perbankan.

4 Jurnal, Restudiyani, “Kedudukan Jaminan Dalam Sengketa Pembiayaan
Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.
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Menurut hasil wawancara kepada pihak Bank Syariah
Indonesia KC Mataram, mereka berpendapat bahwa

“Dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam

perbankan syariah, karena pada dasarnya dana yang ada di
dalam bank dan yang digunakan bank untuk melakukan
transaksi pembiayaan musyarakah berasal dari nasabah
vang menabung ke bank atau biasa di sebut dengan shahibul
maal. Dan Bank hanya hanya merupakan lembaga
intermediasi finansial atau penghubung antara pihak yang
menyalurkan dana atau sahibul maal dengan pihak yang
membutuhkan dana, maka dalam hal ini Bank harus menjaga
keseimbangan diantara kedua belah pihak.Jadi ketika Bank
meminta  jaminan  dalam  pembiayaan  musyarakah
sematamata itu bertujuan untuk kehati-hatian bank apabila
usaha dari nasabah yang membutuhkan dana atau yang
melakukan  transaksi pembiayaan mengalami  sebuah
kerugian atau wanprestasi, maka secara langsung bank
harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana
tersebut kepada nasabah penabung/ shahibul maal.

Lanjutnya,  Sehingga  dibutuhkanlah  jaminan  yang
berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank dan sebagai
bukti  keseriusan nasabah untuk menjalankan akad
pembiayaan musyarakah. Jika dikaitkan jaminan pada
umumnya dengan jaminan syariah sebenarnya hal itu adalah
sama namun penerapannya yang sedikit berbeda yang
dimana dalam jaminan syariah yang menjadi karakteristik
utamanya yaitu bahwa dalam konsepnya tidak dikenal
dengan adanya bunga jaminan yang mana merupakan biaya
tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan
tersebut kepada pihak penerima jaminan.”*’

Jadi, maksud dari hasil wawancara ini adalah Bank Syariah
Indonesia sangat-sangat berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian
dan akan tetap menerapkan perjanjian jaminan ini, karena menurut
PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram
dengan menerapkan perjanjian jaminan ini baik bagi bank maupun

47 Mabrur Hidayat, Wawancara, Mataram, Senin 30 Mei 2022, Jam 10:40 WIB.
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D.

nasabah akan lebih merasa aman dan tidak ada keraguan diantara
kedua belah pihak.

Selain dari paparan dari pegawai PT Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram peneliti juga melakukan
wawancara dengan Nasabah bank tersebut yang menggunakan akad
musyarakah pada transaksi yang dilakukan,.

“sebenarnya sebelum menerapkan akad musyarakah ini saya
belum mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan akad
musyarakah, akan tetapi dengan berjalan waktu saya baru paham
bahwa akad musyarakah ini dapat membantu saya untuk memahami
transaksi pinjaman dana dari bank, bank juga menjelaskan dengan
teiliti apa yang harus jadi syarat dalam melakukan transaksi in,
selain darii tu, untuk pendapat saya tentang apakah bank melakukan
penerapakan hukum jaminan dengan baik, menurut saya bank ini
telah melakukannya semaksimal mungkin dan untuk pelayanannya
Jjuga sangat memuaskan.

Kendala dalam menerapkan Hukum Jaminan Syariah pada Akad
Musyarakah PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram

Dalam prakteknya, penerapan akad pembiayaan tidak
selamanya sempurna, baik di mata masyarakat pengguna jasa
pembiayaan (nasabah) maupun lembaga keuangan syariah itu
sendiri, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan nasabah maupun
lembaga keuangan syariah. Banyak permasalahan yang timbul dari
penerapan akad pembiayaan syariah. Permasalahan tersebut dapat
menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yaitu masyarakat
selaku nasabah dan lembaga keuangan syariah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian pada pihak PT
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram ada
beberapa nasabah yang mengalami masalah dengan Bank. Adapun

4 Siti Rohana, Wawancara, Mataram, Kamis 8 Desember 2022, Jam 10:20

WIB.
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faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kendala dalam
menerapkan Hukum jaminan syariah pada akad pembiayaan adalah:

1. Faktor dari Nasabah

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
adalah berasal dari nasabah itu sendiri, sebagai berikut:

a. Nasabah Melakukan Side Streaming

Pembiayaan Dalam hal ini pihak dari nasabah
bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak
Bank Syariah Indonesia, akan tetapi nasabah tidak mampu
melakukan pembiyaan tersebut di karenakan nasabah
menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pihak BSI
tersebut dan menyebabkan kemacetan dalam pembayaran,
seperti menggunakan dana tersebut untuk penggunaan
konsumtif pribadi dan tidak digunakan sebagai modal usaha
seperti yang diajukan kepada pihak bank ketika melakukan
pengajuan pembiayaan, dan mengakibatkan kepada jaminan
yang telah di berikan kepada pihak bank akan diselesaikan
sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di bank tersebut.

b. Nasabah memiliki Skill yang Kurang Maksimal

Dalam hal ini pihak nasabah bermaksud untuk
membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh
pihak bank, namun nasabah tidak mampu membayar
kewajibanya tersebut. Hal seperti ini dapat disebabkan karena
beberapa hal, seperti nasabah kurang menekuni usahanya
tersebut sehingga mengakibatkan usaha belum berjalan dengan
lancar dan mengakibatkan pendapatan nasabah menjadi
menurun dan tidak menentu sehingga berakibat kemacetan
dalam pembayaran kewajibannya, dengan begini juga nasabah
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akan sering di berikan peringatan oleh bank yang bersangkutan
terkait dengan perjanjian serta jaminannya.*’

c. Faktor Alam

Dalam hal ini nasabah bermaksud ingin membayar
kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, akan
tetapi nasabah tersebut tidak mampu melakukan penyetoran
dana dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak
perbankan mengalami berbagai hal, seperti mengalami
musibah kebakaran, musibah kebanjiran, kebangkrutan,
pendapatan tidak menentu, dan pengeluran yang tidak diduga.
Sehingga kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana
yang dipinjamkan pihak bank tidak ada, serta dengan faktor
alam ini nasabah akan kehilangan barang jaminan yang di
perjanjikan kepada bank oleh nasabah.

Dalam wawancara dilain pihak juga ternyata bank syariah
Indonesia tidak selamanya jika melakukan perjanjian jaminan
tersebut lancar-lancar saja akan tetapi sering menghadapi berbagai
masalah lainnya, hasil wawancara dengan salah satu narasumber
yakni pihak bank memberi ulasan bahwa, pernah terjadi salah satu
kasus dari beberapa kasus, perjanjian kredit dengan jaminan antara
nasabah dengan bank yang dalam pelaksanaanya objek jaminan
tersebut hilang atau dengan kata lain musnah di tangan nasabah
karena sesuatu hal pada saat pelaksanaa perjanjian kredit masih
berlangsung tentu menimbulkan permasalahan bagi pihak Bank
Syariah Indoneisa karena objek jaminan yang seharusnya dijadikan
pegangan oleh bank dalam jaminan penyaluran kreditnya maupun
dalam hal pengambilan.pelunasan piutangnya, namun apabila
debitur pemberi jaminan wanprestasi dalam melaksanakan
pembayaran hutang-hutangnya kepada bank, maka bank tidak dapat
lagi mengeksekusi barang jaminan tersebut oleh pihak bank
dikarenakan barang jaminan tersebut hilang.

4 Tia Harmawantika, Operational Staff, Wawancara, Mataram Senin 4 Juli
2022, Jam 10:00 WIB.
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Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang di gunakan PT

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram dalam
upaya penyelesaian masalah hilangnya benda jaminan dalam

perjanjian kreditnya adalah :

1.

PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram akan memberikan surat peringatan pertama (SP-1)
kepada debitur, dengan dikeluarkannya SP-1 ini maka status
kredit debitur akan diturunkan dari kredit dalam perhatian
khusus menjadi kurang lancar.

Satu minggu setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanya
tanda-tanda niat baik dari debitur untuk menyelesaikan
kewajibannya menyelesaikan hutan-hutangnya, maka PT
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram akan menerbitkan SP-2. Pemberian SP-2
menyebabkan bank menurunkan lagi status debitur dari
kreditur kurang lancar menjadi kredit yang di ragukan.
Tenggang waktu dalam satu minggu setelah SP-2 dikirimkan
dan debitur belum juga menanggapi dengan sikap yang
kooperatif, maka selanjutnya PT Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan mengeluarkan
SP-3. Dengan dikeluarkan SP-3 ini maka PT Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram akan
menurunkan status kredit debitur dari kredit yang di ragukan
menjadi kredit macet.

Apabila setelah PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

Pejanggik 1 Mataram berusaha melalui upaya prefentif namun

akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang
bermasalah, maka PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram akan menggunakan upaya represif. Upaya-
upaya represif yang mula-mula dilakukan ialah melakukan upaya

penyelamatan kredit melalui jalur nonlitigasi yakni :

1.
2.
3.

Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Persyaratan kembali (Reconditioning)
Penataan kembali (Restructuring)
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Upaya terakhir yang di tempuh oleh BSI KC Mataram selaku
kreditur adalah menempuh jalur hukum yaitu berupa gugatan
kepengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta-harta
debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan yang
telah musnah tersebut. Sebagaimana di atur dalam pasal 1131
KUHPerdata. PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik
1 Mataram memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta-
harta debitur lainnya yang dapat di jadikan pengganti objek jaminan
yang telah musnah tersebut.

Akan tetapi apabila barang tersebut masih ada pada debitur
dan debitur melakukan wanprestasi maka yang dilakukan pihak bank
akan sama. Oleh karena itu jika barang atau harta dari debitur telah
disita maka bank akan melakukan pelelangan atas barang tersebut
untuk menutupi sisa hutang dari debitur itu sendiri. Pelaksanaan
lelang pada BSI KC Mataram ini dilakukan sebelum menjadi BSI
akan tetapi masih bernaung dengan nama BNI Syariah. Ada
beberapa proses pelaksanaan lelang yang dilakukan PT Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram kepada
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Mataram

tersebut:
a. Permohonan lelang.
b. Waktu Pelaksanaan.
c. Tempat pelaksanaan
d. Dokumen persyaratan lelang
e. Perlengkapan surat menyurat dan dokumen yang

berhubungan dengan barang jaminan.

Penyelesaian kepada nasabah yang barang jaminannya
dilelang. Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah
dilakukan kepada pemenang, maka pihak Bank akan menyelesaikan
administrasi kepada nasabah yang barangnya dilelang, mulai dari
administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen terkaitan. Ketika
ada dana lebih dari hasil pelelangan dan penyelesaian utang kepada
nasabah, maka pihak PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram akan mengembalikan kepada yang berkaitan
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dan akan langsung dikirim melalui rekening pribadi nasabah
tersebut, tapi Jika barang jaminan yang dijual belum laku, maka
pihak PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram akan melakukan lelang ke II yang waktunya melihat
potensi dan jumlah pembeli yang ada. Biasanya akan dilaksanakan 1
bulan atau sampai dengan 6 bulan lamanya tergantung dari kondisi
dan jumlah pembeli yang ada.*®

2. Faktor dari PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Pejanggik 1 Mataram.

Faktor disini adalah faktor yang berasal dari pihak
Bank Syariah Indonesia itu sendiri yang menyebabkan
pembiyaan bermasalah, disebabkan berbagai hal yaitu :

a. Survei yang Belum Maksimal

Dalam hal ini pihak bank yang tidak teliti dalam
menganalisa data nasabah yang melakukan pengajuan
pembiayaan dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam
pendataan serta mengakibatkan kepada barang jaminan yang
bisa dicontohkan salah satu kasus yang pernah terjadi yakni
BPKB motor yang dijadikan jaminan oleh nasabah dalam
beberapa tahun tanpa sepengetahuan bank nasabah menjual
barang jaminan tersebut yang berupa sepeda motor dan
nasabah tidak melakukan peyetoran dana sesuai perjanjian,
dengan begitu bank mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
masalah tersebut, ini dapat disebabkan karena analisa bank
yang terlalu percaya kepada data yang disajikan oleh nasababh,
sehingga yang seharusnya tidak diprediksi sebelumnya.

b. Kurangnya Pengawasan Pihak Bank

Dalam hal ini pihak bank belum sepenuhnya
mengawasi atas usaha yang dijalankan nasabah setelah
diberikan pembiayaan sesuai dengan akad pembiayaan yang

50 Mabrur Hidayat, Wawancara, Mataram 13 September 2022, jam 10:25 WIB.
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diminta, sehingga kurangnya pengawasan dari pihak bank
dapat mengakibatkan kelalaian dari nasabah terhadap kegiatan
usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh pihak bank itu
sendiri.

c. Jangka Waktu Pembiayaan yang Lama

Hal ini sebenarnya bermasud meringankan kewajiban
nasabah, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai akan
kewajibanya.®!. Dengan beberapa kendala yang sering
dihadapi oleh bank tersebut, akan tetapi bank mempunyai cara
untuk mengatasi masalah tersebut di ketahui dari hasil
wawancara dengan Mabrur Hidayat selaku penanggung jawab
dari mahasiswa yang melakukan penelitian di bank tersebut
memberikan paparan bahwa:

“Dengan diberlakukan perjanjian jaminan ini bank
sedikit terbantu, sebab jika salah satu masalah tersebut
dialami bank, kan setidaknya bank telah mempersiapkan diri
untuk menyelesaikan dengan memberikan peringatan kepada
nasabah atau kepada pihak bank yang bertanggung jawab
atas kelalaian nya, setelah diberikan peringatan akan ada
jalur hukum bagi nasabah yang menentang ketentuan dari
bank sendiri, akan tetapi jika faktor alam atau masalah dari
nasabah itu sendiri tidak di sengaja maka bank akan
memberikan keringanan.”>*

5! Tia Harmawantika, Operational Staff, Wawancara, Mataram Senin 4 Juli
2022, Jam 10:00 WIB.

52 Tia Harmawantika, Operational Staff, Wawancara, Mataram Jum’at 29 Juli
2022, Jam 09:40 WIB.
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BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN PADA AKAD
MUSYARAKAH DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG PEJANGGIK 1 MATARAM

A. Analisis Implementasi Hukum Jaminan Syariah pada
akad musyarakah PT Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pejanggik 1 Mataram

Musyarakah dalam bank syariah merupakan sebuah mekanisme
kerja yang memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat luas
dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat. Akad musyarakah dapat digunakan dalam berbagai
macam lapangan usaha yang menghasilkan keuntungan.

Beberapa konsep perbankan syariah menggunakan pengertian
musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha
tertentu, yang mana dalam bank bank syariah digunakan dalam
pengertian yang lebih luas. Jadi, musyarakah dapat digunakan untuk
tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu
panjang. Kontrak musyarakah dalam perdagangan merupakan bentuk
musyarakah yang banyak digunakan dalam perbankan syariah,
meskipun demikian, Bank syariah umumnya memberikan bagian
modal dari usaha musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya.
Ketentuan perbandingan bagian (profit and loss sharing) dari hasil
usaha tidak ditetapkan secara khusus. tingkat perbandingan bagian
bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui
pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh
nasabah dalam usaha musyarakah,Padahal pihak bank lebih mampu
untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi,
tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam
membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase
berdasarkan pada keadaan(besarnya modal yang disertakan) yang
sebenarnya.
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Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan
dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan.
Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai
dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek
perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek
perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal
nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha,
yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa.

Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau
ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal.
Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan
jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak
musyarakah. Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah
harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat
pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan
dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang
ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup
usaha yang dikelola oleh debitur.

Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari
bank dengan akad pembiayaan untuk menganalisa usaha debitur serta
penambahan  keyakinan atas kemampuan debitur  untuk
mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah.

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama,
untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak
ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan
tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai
indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada
pihak debitur.

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta
yang dijaminkan. Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan
pelunasan kredit/ pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak,
kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur
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merupakan jaminan immateriil yang berfungsi sebagai keyakinan
bank atas karakter calon nasabah. Dengan jaminan immateriil tersebut
dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik
sehingga memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi
pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa
agunan bersifat kebendaan (materiil)

Karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh
bank syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin
tinggi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tersebut. Risiko
tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko
personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah
yang diberikan oleh bank syariah dan hal ini juga akan berdampak
pada munculnya pembiayaan bermasalah. Adapun risiko kondisi di
luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana gempa bumi (force
majeure) yang dapat melumpuhkan hamper seluruh bidang kehidupan
yang juga berdampak pada sektor ekonomi riil.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat
tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential).
Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis
yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di
antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak
nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan. Implementasi
perwujudan prinsip kehati-hatian tertuang dalam penilaian terhadap
watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon
nasabah penerima fasilitas dijelaskan lebih perinci pada penjelasan
pasal 23 ayat (2) undang-undang perbankan syariah.

Beberepa faktor yang menjadi kendala dalam
menerapkan Hukum Jaminan Syariah pada akad
musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Pejanggik 1 Mataram

Sebagai implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam
menyalurkan kreditnya wajib menerapkan Sc, (Character, capacity,
capital, collateral dan  condition of economic), yang di mana
Character merupakan karaketr atau watak dari calon nasabah karaena
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kepribadian seorang debitur merupakan hal yang penting dalam
memberikan sebuah kredit, bank bisa memastikan bahwa calon
nasabah tersebut berwatak baik, capacity berarti kepampuan calon
nasbah kedepannya dalam melakukan penyelesaian pinjaman, capital
berartikan modal debitur yaitu untuk memperoleh kredit calon debitu
harus memiliki modal terlebih dahulu, collateral mengartikan jaminan
yang mana dalam istilah nya disebut objek jaminan, yang berupa
harta benda dari calon nasabah agar bank bisa behati-hati jika terjadi
kesalahan oleh nasbah, condition of economic berartikan bahwa
kondisi ekonomi dari calon nasbaah haruslah bagus agar dapat
memberikan dampak positif bagi bank dan calon nasabah di perlancar
dalam melakukan pembiayaan. Dari beberapa kendala yang sering
dihadapi PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pejanggik 1
Mataram menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak
akan pernah berjan luru, akan tetapi dengan adanya suatu kendala atau
cobaan maka dari situlah pelajaran untuk memperbaiki kesalahan
tersebut.

Dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan kepada jaminan,
yang menjadi objek jaminan kebendaan adalah segala sesuatu yang
mempunyai nilai, mudah divangkan, yang diikat dengan janji yang
dijadikan sebagai barang jaminan untuk pembayaran hutang yang ada
di bank, sehingga apabila terjadi kredit macet, maka benda yang
dijadikan jaminan tersebut telah tersedia dan adapat sewaktu-waktu
dicairkan oleh bank. Benda yang dapat di jadikan bahan jaminan
kepada bank adalah benda dalam perdagangan dapat berupa tanah dan
benda bukan tahan baik yang tetap maupun yang bergerak. Mengingat
fungsi jaminan secara yuridis adalah adanya kepastian hukum bagi
peluasan hutang debitur atau pelaksanaan suatau prestasi maka jelas
sekali benda yang dapat dijaminkan itu harus dapat diuangkab dengan
kata lain mempunyai nilai ekonomi.

Jaminan kebendaan dibedakan menjadi dua bagian. Pertama,
jaminan benda tidak bergerak, seperti misalnya tanah dengan atau
tanpa adanya bangunan di atasnya, mesin dan peralatan yang melekat
pada tanah dan bangunan, itu merupakan satu kesatuan dari tanah
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tersebut. Kedua, jaminan bergerak. Pada jaminan bergerak dibagi lagi
menjadi dua kelompok yaitu jaminan benda bergerak yang berwujud,
misalnya kendaraan bermotor, kapal terbang, kapal laut dan jaminan
benda tidak berwujud, misalnya wessel, sertifikat deposito, obligasi,
saham, dalan lain sebagainya

Jadi, menurut peneliti dampak dalam menerapkan hukum
jaminan syariah ini lebih mengacu kepada hal yang positif walaupun
dari beberapa sisi akan ada saat dimana BSI KC Mataram dapat
pengujian, baik dari bank itu sendiri maupun bagi calon nasabah,
maka dari itu dengan menerapkan hukum jaminan syariah ini bank
dan calon nasabah akan sama-sama merasa aman dan akan
meminimalisirkan terjadinya kecurangan diantara kedua belah pihak.
Bagi bank dengan adanya jaminan bank tidak akan merasa ragu dalam
memberikan pinjaman bagi calon nasabah yang sudah terpenuhi
kriteria menurut bank, dan bagi nasabah hal positif yang didapat
adalah bisa membesarkan modal usaha yang sedang dijalankannya,
dengan adanya jaminan syariah ini juga bisa meminimalkan bunga
yang ditetapkan oleh bank syariah.
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A.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1.

PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram telah menerapkan
sistem Hukum Jaminan Syariah sejak menjadi BNI Syariah.
Selain itu bank ini juga dengan menerapkan jaminan syariah ini
sangat membantu bank dalam melakukan transaksi dengan
nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan dalam bentuk akad
musyarakah. Dalam praktiknya penerapan hukum jaminan
syariah dalam pembiayaan dengan akad musyarakat telah
terimplementasikan dengan baik dengan menerapkan prinsip
empat pokok, yaitu komunikasi yang baik anatara pihak bank
dan para nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad
musyarakah, Dalam pelayanannya, bank memiliki sumber daya
yang mumpuni dalam pelayanannya sehingga memuaskan bagi
nasabah. Selain itu watak dan karakteristik yang dimiliki
implementor yang baik dapat menjalankan kebijakan dengan
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dan
struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan yang ada.

PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram dalam
mengimplementasikan hukum jaminan syariah pada akad
musyarakah masih terdapat beberapa faktor yang menjadi
kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor-faktor yang
menjadi kendala dalam menerapkan Hukum jaminan syariah
pada akad pembiayaan musyarakah ada yang berasal dari
nasabah dan ada juga kendala yang berasal dari bank sendiri.
Faktor dari nasabah antara lain Nasabah Melakukan Side
Streaming, nasabah memiliki Skill yang kurang maksimal, dan
juga faktor Alam. Sedangkan faktor yang berasal dari PT BSI
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram itu sendiri, yaitu Survei
yang belum maksimal, kurangnya pengawasan pihak bank,
jangka waktu pembiayaan yang lama.
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Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan semoga saran dibawah

ini bisa dipertimbangkan bagi masing-masing pihak:

1.

Untuk PT BSI Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram

Kiranya saran ini bisa menjadi masukan bagi pihak PT BSI
Kantor Cabang Pejanggik 1 Mataram untuk lebih
meningkatkan kualitas kerja nya, serta bisa mempertahankan
keharmonisan terutama pada system operasional dan
perkembangan pembiayaan yang semakin terjaga agar bisa
mencapai tujuannya yaitu Menciptakan Bank Syariah yang
masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secaa
global dalam waktu 5 tahun kedepan.
Bagi peneliti selanjutnya

Semoga penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dan
pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya serta
menjadi bahan ajaran untuk lebih menyempurnakan penelitian
selanjutnya.
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